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Abstrak

Perang antara Rusia dan Ukraina telah mempengaruhi banyak aspek komunitas
internasional. Salah satunya terkait dengan keamanan negara, khususnya Swedia.
Swedia, yang merasa intensitas perang semakin meningkat, akhirnya mencari
perlindungan keamanan dengan mengajukan permohonan untuk bergabung dengan
NATO. Namun, jalan Swedia untuk bergabung dengan NATO tidaklah mudah
karena adanya penolakan dari Turki terkait dukungan Swedia terhadap organisasi
yang dianggap Turki sebagai organisasi teroris, yaitu PKK. Namun, setelah Swedia
memenuhi tuntutan Turki terkait ketidakstabilan di Turki, Turki akhirnya menyetujui
permohonan Swedia untuk bergabung dengan NATO. Berdasarkan hal ini, penelitian
ini dilakukan untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kebijakan
Turki terhadap permohonan Swedia untuk bergabung dengan NATO. Penelitian ini
menggunakan teori perubahan kebijakan luar negeri K.J] Holsti dan menggunakan
metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa
faktor yang mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri Turki, faktor-faktor
tersebut dibagi menjadi faktor domestik dan juga faktor eksternal. Selain faktor-
faktor tersebut, pandangan Presiden Erdogan dalam menanggapi permintaan Swedia
juga merupakan hal yang dapat memperkuat faktor-faktor di atas.

Kata kunci: kebijakan luar negeri, keanggotaan, NATO, penolakan, Swedia, Turki

Abstract

The war between Russia and Ukraine has affected many aspects of the international community.
One of them is related to the security of the country, especially Sweden. Sweden, which felt that the
intensity of the war was increasing, finally sought security protection by applying to join NATO.
However, Sweden's path to join NATO was not easy because there was a rejection from Turkey
regarding Sweden's support for an organization that Turkey considers a terrorist organization,
namely the PKK. However, after Sweden fulfilled Turkey's demands regarding Turkey's unrest,
Turkey finally approved Sweden's application to join NATO. Based on this, this research is
conducted to see factors that influence Turkey's policy change towards Sweden's application to join
NATO. This research uses K.J Holsti's theory of foreign policy change and uses a qualitative
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descriptive method. The results of the study show that there are several factors that influence Turkey's

foreign policy changes, these factors are divided into domestic factors and also external factors. Apart
from these factors, how President Erdogan's view in responding to Sweden's request is also one thing
that can strengthen the factors above.

Keywords: foreign policy, membership, NATO, rejection, Sweden, Tiirkey

PENGANTAR

Swedia dan Finlandia merupakan negara yang mempertahankan kebijakan
netralitas militer. Akan tetapi, perubahan dinamika keamanan di kawasan Laut Baltik
pada bulan Februari 2022 yang berkaitan dengan tindakan Rusia terhadap Ukraina dan
meningkatnya invasi Rusia di kawasan tersebut hingga menjadi perang terbesar di
Benua Eropa pasca Perang Dunia Kedua, telah mendorong Swedia dan Finlandia
untuk berdiskusi mengenai potensi keanggotaan NATO. Hingga pada bulan Mei 2022
Finlandia dan Swedia mengajukan permohonan untuk bergabung dengan NATO
(Mitchell, 2022).

Diskusi terkait potensi keanggotaan dan juga permohonan bergabung untuk
menjadi anggota NATO yang dilakukan oleh Swedia dan Finlandia termasuk ke dalam
isu terkait perubahan kebijakan luar negeri. Isu ini merupakan isu yang cukup sering
terjadi dalam hubungan internasional. Pasalnya, kebijakan luar negeri suatu negara
dapat berubah-ubah berdasarkan kondisi politik yang ada baik di dalam negara tersebut
maupun dari luar (Holsti, 1982). Namun, perjalanan Swedia dan Finlandia tidak mulus
dikarenakan Turki sebagai salah satu negara yang menjadi anggota NATO menolak
permohonan yang diajukan oleh Swedia dan Finlandia. Akan tetapi, setelah
melangsungkan beberapa pertemuan serta perjanjian antara pihak — pihak yang
bersangkutan, Turki akhirnya menerima permohonan yang diajukan oleh Swedia dan
Finlandia untuk menjadi anggota NATO.

Pada tanggal 4 April 2023, tepat 74 tahun setelah NATO dibentuk, Finlandia
akhirnya resmi menjadi anggota ke 31 NATO setelah mendapat persetujuan dari semua
negara anggota termasuk Turki, yang merupakan syarat untuk bergabung dengan
organisasi tersebut (Masters, 2023). Berbeda dengan Finlandia, Swedia masih
mengalami kendala untuk bergabung dengan NATO karena Turki sebagai salah satu
anggota NATO tidak menyetujuinya. Turki menentang aksesi Swedia ke NATO
dengan alasan kurangnya dukungan dari Swedia untuk melakukan perlawanan terhadap
PKK (Partiya Kankeran Kurdistan) atau Partai Pekerja Kurdistan dan YPG (Yekineyén
Parastina Gel) atau Unit Perlindungan Rakyat Kurdi Suriah. Turki juga menuduh
Swedia menerima beberapa anggota PKK di negaranya, yang dianggap sebagai
'organisasi teroris' oleh Turki, Uni Eropa, Amerika Serikat, dan PBB. Selain itu, alasan
lain mengapa Turki enggan menyetujui penerimaan anggota NATO adalah karena
Swedia memberlakukan embargo senjata terhadap Turki pada tahun 2019 menyusul
serangan militer yang menargetkan YPG di Suriah utara (BBC, 2022b). Hingga pada
bulan Juni 2022, Turki mencapai kesepakatan dengan Swedia saat diadakan pertemuan
NATO di Madrid, Turki akan mencabut hak vetonya sebagai imbalan atas pencabutan
sebagian embargo senjata terhadap Turki. Di lain sisi, Swedia juga berjanji untuk
menindak keras pendanaan dan perekrutan oleh PKK di negaranya (Clapp, 2022).
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Isu ini menjadi menarik untuk dikaji karena selain terpenuhinya tuntutan yang
diberikan Turki kepada Swedia, perubahan kebijakan Turki terhadap keanggotaan
Swedia di NATO juga berpengaruh terhadap jalan Turki menuju Uni Eropa.
Keputusan Turki dalam meratifikasi Swedia sebagai anggota NATO menghadirkan
dinamika geopolitik yang unik dan belum banyak diteliti, serta menawarkan adanya
pembaharuan. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada eksplorasi tindakan dan
keputusan yang ditunjukkan oleh Turki dalam prosesnya hingga bersedia untuk
meratifikasi Swedia menjadi anggota NATO, sebuah topik yang masih mendapat
perhatian ilmiah terbatas mengingat ini merupakan isu yang terbilang baru untuk
diteliti. Meskipun penelitian yang ada telah mengkaji perluasan NATO dan peran Turki
secara spesifik dalam aliansi tersebut, yakni penelitian yang dilakukan oleh Bagbaslioglu
(2023), hanya ada sedikit penelitian yang mengkaji latar belakang pengambilan
keputusan Turki dalam aksesi Swedia menuju anggota NATO.

Pada artikel ini, penulis juga berupaya untuk menawarkan analisis mendalam
terhadap konteks sejarah, pertimbangan geopolitik, dan hubungan diplomatik yang
membentuk kebijakan Turki terhadap keanggotaan Swedia di NATO melalui
pertimbangan kepentingan strategis Turki dan permasalahan keamanan regional. Lebih
jauh lagi, artikel ini mengeksplorasi bagaimana Turki memainkan peran sebagai pemain
penting dalam aliansi NATO. Dengan menyoroti kompleksitas seputar sikap Turki
terhadap keanggotaan Swedia di NATO, artikel ini bertujuan untuk memberikan
pemahaman yang lebih mendalam tentang pengambilan keputusan Turki dan dinamika
yang terjadi dalam aliansi tersebut berkaitan dengan aksesi Swedia menuju anggota
NATO.

METODE RISET

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Dimana dalam
metode tersebut, penelitian ini berusaha untuk mengumpulkan serta menyusun data,
yang kemudian menganalisis data tersebut dengan metode eksplanatif untuk
menjelaskan hasil dari analisis data yang telah dikumpulkan. Dalam kasus ini, penulis
melakukan analisis terkait fenomena perubahan sikap Turki terhadap permohonan
Swedia untuk bergabung dengan NATO. Kemudian, penulis menggunakan data yang
telah dikumpulkan dan dianalisis untuk menjelaskan fenomena perubahan kebijakan
Turki terhadap permohonan Swedia untuk bergabung dengan NATO.

PEMBAHASAN
Polemik Turki dan Swedia Dalam Keanggotaan North Atlantic Treaty
Organization (NATO)

Hubungan diplomatik antara Turki dan Swedia bisa terbilang cukup stabil,
tidak banyak berubah pasca Perang Dunia II dan Perang Dingin. Turki memilih
bergabung dengan NATO pasca Perang Dunia II tepatnya pada 18 Februari 1952.
Saat itu Turki di bawah kepemimpinan H.E. Mr Celal Bayar, melihat perselisthan
antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang dapat membahayakan negaranya,
mengambil langkah politik untuk bergabung dengan NATO sebagai jaminan
keamanan serta memperkuat identitas baratnya (NATO, 2024).
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Sementara Swedia mengambil jalannya sendiri dengan memilih untuk tetap
netral tidak memihak siapapun baik blok barat maupun blok timur. Swedia juga sudah
memiliki reputasi sebagai negara yang mendukung hak asasi manusia secara penuh.
Hal itu dilakukan oleh Swedia dalam rangka menghindari aliansi militer yang dapat
menyebabkan ketegangan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Berangkat dari
reputasi itulah mengapa Swedia tidak pernah mengambil sikap berpihak kepada siapa
pun. Meskipun begitu, Turki dan Swedia tetap berhubungan baik dan saling
menghormati (Government Offices of Sweden, 2024).

Hubungan Turki dan Swedia bisa dikatakan cukup pragmatis, mengingat
hubungan kedua negara hanya sebatas hubungan diplomatik yang didasarkan pada
keuntungan bersama sebagai tujuan kerja sama. Hingga pada tahun 1980 - 1990an,
ketika para pengungsi Kurdi mulai mencari suaka di Swedia dan mendapatkan
dukungan untuk aktif dalam aktivitas politik serta advokasi untuk memperjuangkan
hak — haknya. Dukungan yang diberikan Swedia kepada para pengungsi Kurdi
merupakan penyebab awal memburuknya hubungan antara kedua negara tersebut
(Khayati, 2012).

Buruknya hubungan Turki dengan Swedia terjadi pada beberapa isu seperti
adanya tuduhan Swedia kepada Turki terkait Genosida Armenia. Tuduhan ini
disebabkan karena pada Kongres yang dilaksanakan di Washington D.C 10 Oktober
2007 silam, Amerika Serikat meloloskan resolusi terhadap peristiwa yang terjadi antara
Armenia dan Turki. Dari voting tersebut, Amerika menganggap bahwa Turki telah
melakukan genosida kepada jutaan warga Armenia pada masa Perang Dunia I oleh
dinasti Ottoman. Selain Amerika Serikat, Swedia juga menggelar voting yang
dilakukan oleh parlemen mereka mengenai genosida Turki terhadap Armenia, dan
hasilnya menunjukkan bahwa Turki telah mendukung pembunuhan massal pada
tahun 1915 kepada umat kristiani Armenia. Namun hal itu disangkal oleh Ankara,
mereka menganggap hal itu terlalu mengada-ada, karena angka korban yang
dibeberkan sebanyak 1.5 juta jiwa tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya.

Penilaian yang dirasa kurang objektif itu akhirnya membuat Ankara menarik
duta besar mereka baik dari Washington maupun Stockholm. Penarikan duta besar
terjadi karena Turki menganggap Swedia melakukan tuduhan dengan alasan bahwa
mereka merupakan negara sekuler yang mengedepankan hak asasi manusia tanpa tahu
sejarahnya. Di sisi lain, beberapa waktu sebelum adanya voting resolusi tersebut,
Presiden Turki yakni Recep Tayyip Erdogan berencana ingin melakukan kunjungan
ke Swedia. Akan tetapi, menyusul adanya aksi tuduhan tersebut, Erdogan
membatalkan rencananya (RFERL, 2010).

Buruknya hubungan Turki dengan Swedia juga disebabkan karena Turki
melakukan tuduhan kepada Swedia karena dinilai mendukung organisasi teroris PKK,
yang mana tuduhan ini diawali pada Oktober 2019, dimana Turki mengirim konvoi
militer ke Timur Laut Suriah dengan tujuan untuk mendirikan zona aman yang dikenal
dengan Operation Peace Spring. Sebenarnya, pembangunan zona aman ini sudah
direncanakan Presiden Erdogan sejak 2017. Operation Peace Spring dilakukan seraya
Amerika Serikat yang menarik mundur pasukannya dari daerah tersebut pasca
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penumpasan kelompok ISIS yang dilakukan bersama dengan YPG dan PKK (Butler,
2019). Alih-alih membuat zona aman di wilayah Suriah, Turki justru menyerang YPG
yang dianggap Turki sebagai organisasi teroris (Uras, 2019).

Serangan yang dilakukan oleh Turki kepada YPG di Timur Laut Suriah
tentunya berdasar. Kekhawatiran akan kelompok YPG dan PKK yang telah lama
menimbulkan cukup banyak masalah bagi Turki merupakan alasan mengapa mereka
memutuskan menyerang YPG ketika ada kesempatan. YPG yang merupakan afiliasi
dari PKK sendiri memiliki sekitar 20.000 hingga 30.000 personel dan bermarkas di
Suriah Utara (EUAA, 2020). Sedangkan PKK sendiri memiliki sekitar 4000 hingga
5000 anggota dan bermarkas besar di Irak (NCTC, 2022). Jumlah tersebut sangat
besar bagi Turki, selain anggotanya yang cukup banyak, mereka juga tersebar di Eropa
dan Timur Tengah. Hal tersebut menjadi kekhawatiran tersendiri bagi keamanan
nasional Turki.

Isu selanjutnya yang memperburuk hubungan internasional antara Turki
dengan Swedia adalah adanya penghentian ekspor senjata Swedia kepada Turki dan
isu agama karena adanya pembakaran Al-Quran di Swedia yang dilakukan oleh
demonstran. Penghentian ekspor senjata Swedia kepada Turki diawali dengan isu
penyerangan yang dilakukan Turki kepada YPG di wilayah Timur Laut Suriah. Sebagai
negara sekuler, Swedia jelas mengecam tindakan yang dilakukan oleh Turki. Tindakan
Turki tersebut menyebabkan pemberlakuan kebijakan larangan ekspor senjata atau
yang kita kenal sebagai embargo senjata ke Turki. Pengambilan langkah embargo oleh
Swedia merupakan hal yang sangat penting mengingat hubungan militer serta
perdagangan (ekspor impor) antara Turki dan Swedia yang sebelumnya cukup erat.
Menurut data yang penulis dapatkan dari Arsip Laporan Nasional Ekspor Senjata
Swedia selama tiga tahun terakhir sebelum pemberlakuan embargo, yakni dari 2017
hingga 2019, Turki telah melakukan impor senjata dari Swedia senilai 412 juta SEK.
Dimana pada tahun 2017 Turki melakukan impor senjata senilai 71 juta SEK, lalu di
tahun 2018 senilai 299 juta SEK, dan Turki sempat melakukan impor senjata senilai
42 juta SEK sebelum pemberlakuan embargo oleh Swedia pada tahun 2019.
Berdasarkan data terkait pembelian yang dilakukan pada tahun 2019, Turki telah
membeli 3 jenis peralatan persenjataan dari Swedia antara lain Fire Control
Equipments, Electronic Equipments “spacecraft”, dan Technology (Sweden
Government Communication, 2020).

Penangguhan ekspor senjata ini tidak hanya dilakukan oleh Swedia saja. Ada
beberapa negara yang juga melakukan pembatasan hingga pelarangan ekspor senjata
ke Turki, diantaranya adalah Prancis, Jerman, dan Belanda. Swedia melakukan
embargo ini atas dasar sebagai negara sekuler yang mendukung Hak Asasi Manusia,
dan kekhawatiran akan eskalasi konflik yang dapat mengakibatkan pelanggaran
terhadap Hak Asasi Manusia terhadap warga sipil. Mereka yang merupakan negara
netral semenjak lama itu, melakukan protes yang kedua kalinya kepada Turki setelah
sebelumnya melakukan resolusi terkait genosida yang dilakukan Turki ke Armenia
pada tahun 1915 silam. Pelarangan ekspor senjata ini dilakukan oleh Swedia tanpa

tenggat waktu yang ditentukan. Penulis melihat kebijakan pelarangan ekspor senjata
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oleh Swedia kepada Turki ini makin memperburuk hubungan bilateral antar dua
negara tersebut.

Selanjutnya isu agama yakni adanya aksi pembakaran Al-Quran di berbagai
kota di Swedia karena adanya aksi demonstrasi. Hal tersebut tentu memicu kemarahan
bagi seluruh negara Muslim di dunia khususnya Turki. Turki geram dan semakin
enggan untuk menerima pencalonan Swedia sebagai anggota baru NATO (Anadolu,
2023). Hal itu dibuktikan dengan pernyataan oleh Presiden Erdogan setelah
pertemuan kabinet di Ankara yang mengatakan:

“Sweden, don’t even bother! As long as you allow my holy book, the
Quran, to be burned and torn, and you do so together with your security forces, we
will not say *yes’ to your entry into NATO” (Fraser, 2023).

Respons Swedia yang seakan-akan membiarkan hal semacam penistaan agama
tersebut dengan mengatasnamakan kebebasan berekspresi ini juga tidak masuk akal.
Swedia yang menjadi negara paling sekuler dan liberal ini memang memiliki aturan
pada undang-undang mereka mengenai kebebasan berekspresi. Nyatanya, otoritas
Swedia memberikan izin bagi pelaku pembakaran oleh imigran Irak, serta bungkam
atas kejadian pembakaran Al-Qur’an yang dilakukan oleh kelompok anti-Islam
Danske Patrioter selama tiga hari berturut-turut (IDW, 2023). Kejadian inilah yang juga
membuat Turki sebagai negara mayoritas muslim geram dengan Swedia yang dianggap
tidak bisa mengendalikan masalah, terlebih kasus ini terjadi di negaranya sendiri
(Sorongan & Arbar, 2023). Penulis melihat Swedia yang menjauhkan diri dari masalah
ini karena status negara mereka dan menjunjung tinggi kebebasan berpendapat, akan
tetapi di sisi lain kebebasan berpendapat di sini sudah masuk ke dalam penistaan
agama yang scharusnya mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah Swedia.

Banyaknya polemik dikarenakan isu-isu yang terjadi antara Swedia dengan
Turki mengakibatkan sulitnya Swedia bergabung pada NATO karena Turki
merupakan negara selain Amerika yang memiliki pengaruh besar pada NATO. Posisi
Turki pada NATO salah satunya dapat terlihat pada konflik antara Rusia dan Ukraina,
dimana Turki menempatkan dirinya sebagai mediator antara kedua negara. Di satu sisi
Turki yang berusaha terus meningkatkan kerja sama bilateral dengan Ukraina, namun
di sisi lain Turki harus berhati — hati terhadap respons Rusia. Turki berani
menempatkan diri sebagai mediator dan terus meningkatkan kerja sama dengan
Ukraina didasari oleh ketergantungan Rusia yang kuat kepada Turki.

Kendati sedari awal adanya pencalonan diri Swedia untuk mencalonkan diri
menjadi anggota NATO ditolak oleh Turki, namun seiring berjalannya waktu semakin
memberikan respons yang kian baik untuk negara nordik tersebut. Pasalnya, alasan
permohonan yang dibuat cukup masuk akal dan berhubungan dengan stabilitas
keamanan negara-negara di Eropa. Meski sejarah hubungan mereka yang kurang
begitu baik, namun Turki melihat hal ini sebagai langkah untuk memperkuat posisinya
di NATO, sampai-sampai Turki memberikan syarat kepada Swedia untuk menjadi
anggota baru NATO. Syarat yang diberikan Turki pun juga masih terbilang masuk
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akal. Karena jika ditarik kesimpulannya, kepentingan Turki yang ingin memberantas
PKK terlihat sejalan dengan negara Swedia yang merasa terancam dengan invasi Rusia
(Spicer, 2023).

Turki tidak semudah itu untuk memberikan lampu hijau bagi Swedia, karena
bagi Turki, ada beberapa persyaratan yang menurut mereka harus dipenuhi untuk
mendapatkan persetujuan dari Turki. Syarat pertama terkait Swedia yang menampung
serta memberikan dukungan kepada kelompok PKK di negaranya, Turki meminta
Swedia menandatangani perjanjian untuk melawan kelompok PKK. Syarat berikutnya
yang berkaitan dengan dukungan terhadap PKK, Turki meminta Swedia untuk
mengekstradisi individu yang merupakan dianggap sebagai anggota PKK di
negaranya. Kemudian syarat terakhir berhubungan dengan embargo senjata yang
dilakukan oleh Swedia pasca penyerangan Turki di Suriah Utara, Turki meminta
Swedia untuk mencabut embargo tersebut (Hayatsever & Spicer, 2024).

Analisis Perubahan Kebijakan Turki Terhadap Permohonan Swedia Untuk
Bergabung Dengan NATO

Menurut teori perubahan kebijakan luar negeri oleh K.J] Holsti, disebutkan
bahwasanya ada dua jenis faktor dalam Independent Variable yang dapat
mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri. Faktor tersebut antara lain adalah
faktor domestik dan faktor eksternal. Faktor domestik sendiri merupakan faktor —
faktor yang berasal dari dalam suatu negara, sedangkan faktor eksternal berasal dari
dunia internasional (Holsti, 1982). Faktor domestik yang dapat mempengaruhi
perubahan kebijakan luar negeri ada beberapa macam, antara lain situasi politik,
keamanan nasional, kondisi ekonomi, serta opini publik dari dalam suatu negara
(Agassi, 2015). Dalam perubahan kebijakan yang dilakukan oleh Turki terhadap
permohonan Swedia untuk bergabung dengan NATO, terdapat pengaruh dari
beberapa faktor domestik Turki terhadap perubahan kebijakan yang dilakukan. Selain
dari Faktor domestik, faktor eksternal dalam perubahan kebijakan Turki sendiri
meliputi beberapa hal yaitu penyesuaian UU anti terorisme oleh Swedia, pencabutan
embargo senjata oleh Swedia kepada Turki, dan pembukaan akses pembelian pesawat
tempur F-16 dari Amerika Serikat kepada Turki.

Faktor domestik tentunya sangat berpengaruh terhadap terbentuknya
kebijakan luar negeri suatu negara. Dalam hal perubahan kebijakan luar negeri Turki
terhadap keanggotaan Swedia di NATO, terdapat faktor domestik dari Turki yang
mempengaruhi perubahan kebijakan tersebut. Faktor pertama yang menjadi faktor
domestik adalah situasi politik terkait permohonan Swedia untuk bergabung dengan
NATO. Presiden Erdogan memanfaatkan pengalaman pada bidang politik untuk
menolak Swedia bergabung dengan NATO, untuk mencari suara dari kaum nasionalis
Turki dalam memenangkan Pemilihan Presiden tahun 2023. Hal tersebut tentu makin
memperlebar jalan bagi Swedia untuk mendapatkan persetujuan Turki dalam
bergabung dengan NATO. Selanjutnya keamanan nasional Turki terhadap perubahan
kebijakan terkait keanggotaan Swedia di NATO menjadi faktor domestik terkait
keanggotaan Swedia di NATO. Sejarah mengenai ancaman — ancaman terorisme dari
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PKK kepada Turki telah terjadi sejak awal tahun 1980an. Dimana pada tahun 1980,
kelompok PKK bersama dengan Armenian Secret Army for the Liberation of
Armenia (ASALA) mengebom konsulat jenderal Turki di Strasbourg, Prancis.
Pengeboman tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap tindakan pemerintah
Turki terhadap rakyat Armenia dan Kurdi. Kemudian pada Juni tahun 1987, PKK
melakukan penyerangan terhadap desa Pinarik yang terletak di provinsi Mardin, Turki
bagian tenggara. Penyerangan tersebut memakan korban sebanyak 30 warga lokal yang
kebanyakan korbannya merupakan perempuan dan anak — anak. Masih di tahun yang
sama, tepatnya bulan Agustus 1987, PKK kembali menyerang salah satu desa di Turki
yaitu desa Milan yang terletak di provinsi Siirt di bagian Timur Turki. Dalam serangan
tersebut, terdapat 27 korban meninggal dunia mulai dari anak — anak, perempuan,
hingga lansia. Kemudian di tengah — tengah proses aksesi Swedia menuju NATO,
tepatnya pada 13 November 2022, PKK kembali melakukan aksi terorisme nya di
Turki. Aksi tersebut berupa serangan bom yang diledakkan di jalanan yang sangat
ramai di pusat Istanbul. Aksi pengeboman tersebut memakan korban 6 orang
meninggal dunia dan 81 orang luka — luka (Gauthier-Villars, 2022).

Dilema terkait ancaman terorisme dari organisasi PKK ini membuat Turki
sangat memperhatikan serta memperjuangkan keamanan nasionalnya. Banyak hal
yang telah dilakukan oleh Turki demi meningkatkan keamanan nasionalnya, salah
satunya dengan memerangi organisasi PKK yang menjadi ancaman dari tahun ke
tahun (Radu, 1999). Mengenai hal tersebut, isu terkait Swedia yang menampung serta
memberikan dukungan kepada organisasi PKK yang merupakan sebuah ancaman
keamanan nasional bagi Turki menjadi perhatian terbesar oleh Turki. Hal tersebut
yang kemudian menjadi pertimbangan bagi Turki untuk menerima Swedia sebagai
anggota baru NATO. Maka dari itu, Turki mengajukan tuntutan kepada Swedia untuk
mempertegas posisi Swedia dalam menangani kelompok yang dianggap Turki sebagai
teroris yaitu kelompok PKK. Kemudian setelah Swedia memenuhi tuntutan yang
diberikan oleh Turki dan dirasa keamanan nasional Turki dapat terjamin dengan
masuknya Swedia sebagai anggota NATO, Turki dapat menyetujui aksesi Swedia
(Hayatsever & Gumrukcu, 2024).

Faktor domestik terakhir adalah kondisi ekonomi Turki terhadap perubahan
sikap terkait permohonan bergabung Swedia dengan NATO. Hal ini dikarenakan
kondisi ekonomi setelah Presiden Erdogan menerapkan kebijakan low-interest-rate
berdasarkan kepercayaannya bahwa semakin tinggi suku bunga dari sebuah negara
maka akan semakin tinggi pula nilai inflasi. Sejak penerapan kebijakan tersebut pada
tahun 2021, inflasi yang terjadi di Turki terus meningkat. Erdogan menyebut suku
bunga adalah “ibu dan ayah dari semua kejahatan”. Penurunan suku bunga dari 19%
menjadi 14% menyebabkan nilai tukar lira Turki terjun bebas, yang membuat negara
tersebut harus membayar lebih mahal untuk barang-barang impor (BBC Indonesia,
2022).

Dukungan terhadap Swedia di NATO adalah langkah yang sangat pragmatis
untuk mencapai stabilitas ekonomi dan politik yang lebih besar. Penulis juga
beranggapan bahwa Turki telah menyeimbangkan kepentingan domestik dengan
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kebutuhan internasional, menjadikan krisis ekonomi sebagai faktor pendorong
perubahan kebijakan yang lebih fleksibel terhadap Swedia dan NATO. Krisis moneter
ini, dengan segala dampaknya, mendorong Turki untuk lebih kooperatif dalam
kebijakan luar negeri, termasuk mengenai keanggotaan Swedia di NATO, dengan
harapan mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk memulihkan ekonomi
domestiknya. Di sisi lain, jika penerimaan Swedia menjadi anggota NATO dapat
membantu membuka jalan bagi Turki untuk bergabung dengan Uni Eropa, hal
tersebut tentunya dapat membantu memperbaiki perekonomian Turki yang sedang
terpuruk.

Selain faktor domestik, faktor eksternal juga dapat mempengaruhi perubahan
kebijakan luar negeri suatu negara. Dalam hal ini, perubahan kebijakan luar negeri
Turki juga dipengaruhi oleh beberapa faktor dari luar. Berdasarkan penelitian yang
telah dilakukan oleh penulis, ada beberapa Faktor eksternal yang mempengaruhi
perubahan kebijakan luar negeri Turki. Faktor pertama yakni penyesuaian UU anti
teroris oleh Swedia, dimana penyesuaian UU anti terorisme tersebut meliputi
pembatasan terhadap perkumpulan yang menyangkut ataupun berhubungan dengan
terorisme, ataupun mendukung terorisme. Penyesuaian tersebut diharapkan dapat
mempermudah Swedia dalam mengadili anggota PKK yang dianggap Turki sebagai
kelompok teroris. Amandemen UU anti teroris tersebut kemudian disahkan pada 1
Juni 2023 dengan hasil pemungutan sebanyak 278 suara di parlemen Swedia yang
beranggotakan 349 orang (TRT World, 2022)

Faktor selanjutnya adalah pencabutan embargo senjata yang dilakukan oleh
Swedia. Tujuan diberlakukannya embargo senjata kepada Turki adalah untuk
membatasi langkah Turki agar tidak melakukan penyerangan kembali pasca serangan
yang dilakukan oleh Turki di Suriah Utara. Setelah Turki kemudian mengajukan
tuntutan kepada Swedia untuk mencabut embargo tersebut demi kelancaran akses
menuju anggota NATO, Swedia kemudian mencabut embargo yang diberlakukan
kepada Turki. Faktor terakhir merupakan penawaran pembelian pesawat tempur F-16
oleh Amerika. Turki yang sebelumnya tergabung dalam program pembuatan pesawat
tempur F-35 dan memiliki hak untuk membeli pesawat tempur tersebut akhirnya
mendapatkan teguran keras berupa penghapusan Turki dari program tersebut karena
Turki melakukan pembelian air defense dari Rusia. Namun kemudian Amerika
menawarkan akses untuk dapat membeli pesawat tempur F-16 jika Turki bersedia
menerima Swedia untuk bergabung dengan NATO.

Tidak hanya faktor domestik dan eksternal, persepsi elite politik yang
merupakan intervening variable dapat digunakan sebagai argumen penguat dari faktor
— faktor yang telah disebutkan, terhadap perubahan kebijakan luar negeri Turki.
Menteri luar negeri Turki saat itu, Mevlut Cavusoglu menyatakan pada wawancara
dengan para reporter bahwa Turki mengharapkan Swedia mengambil langkah-langkah
konkrit dalam mengatasi masalah keamanan yang menjadi perhatian utama Turki,
terutama terkait aktivitas PKK. Cavusoglu menekankan bahwa Turki tidak bisa
menerima anggota NATO yang mendukung organisasi yang dianggap teroris oleh
Ankara. Setelah itu Ia menjelaskan mengenai kerja sama anti-terorisme yang diperkuat
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antara Turki dan Swedia adalah hasil yang sangat positif dari dialog yang intensif.
Cavusoglu menyebutkan bahwa Swedia telah membuat langkah - langkah signifikan
dalam memerangi terorisme, yang merupakan salah satu syarat utama dari Turki untuk
menyetujui keanggotan Swedia di NATO (Erkus, 2022).

Hakan Fidan, Menteri Luar Negeri baru Turki yang menjabat sejak Juni 2023,
mengatakan bahwa pihaknya sedang bekerja keras dalam perdebatan yang terjadi
dalam parlemen Turki terkait penerimaan Swedia sebagai anggota NATO. Ia juga
mengatakan bahwa sebelum tahun 2023 berakhir, pihaknya dipastikan sudah
menerima keanggotaan Swedia di NATO. Pernyataan Hakan Fidan disampaikan
kepada salah satu rekan di NATO yang namanya dirahasiakan. Rekan tersebut
mengatakan:

“He was working hard on Sweden's NATO ratification which is
currently being debated by the Turkish parliament and provided a likely timeline of

before year-end for the Nordic country to formally join the alliance’ (Pamuk,
2023).

Hal tersebut dibuktikan dengan penerimaan permohonan keanggotaan Swedia
di NATO oleh komisi parlemen Erdogan di partai miliknya yaitu Partai AK (Adalet
ve Kalkinma Partisi), pada 26 Desember 2023.

Apabila melihat fase awal saat Swedia mengajukan permohonan untuk
bergabung dengan NATO, Presiden Erdogan merespons dengan penolakan keras atas
permohonan tersebut. Penolakan keras yang diberikan oleh Erdogan didasari oleh
kekhawatiran atas status Swedia saat itu yang masih netral dan dianggap mendukung
organisasi teroris. Erdogan sendiri mengatakan jika pihaknya menyetujui permohonan
Swedia, dikhawatirkan nantinya akan muncul ancaman terorisme baik itu bagi
negaranya maupun negara anggota NATO. Penulis mengambil kesimpulan bahwa
berdasarkan pandangan Presiden Erdogan terkait permohonan keanggotaan Swedia
di NATO, memang pada awalnya Erdogan menolak untuk menerima permohonan
tersebut. Akan tetapi, penolakan yang diberikan oleh Presiden Erdogan memiliki
alasan yang jelas. Kemudian setelah pemenuhan syarat yang mendasari alasan
penolakan Erdogan, terbukti pihaknya memberikan dukungan terkait keanggotaan
Swedia. Pandangan Erdogan pun berubah karena dapat berpikir jernih dan melihat
alasan yang masuk akal dan berdasar terkait pengajuan permohonan Swedia untuk
menjadi anggota NATO.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan variabel —
variabel dari teori perubahan kebijakan luar negeri Holsti, penulis dapat menarik
benang merah bahwasanya perubahan kebijakan luar negeri Turki disebabkan oleh
faktor domestik dan faktor eksternal. Dimana dalam faktor domestik, kondisi
ckonomi, keamanan nasional, serta situasi politik di Turki memiliki peran terhadap
perubahan kebijakan luar negeri Turki. Sedangkan dari faktor eksternal, terdapat
pengesahan UU anti teroris oleh Swedia, pembukaan embargo senjata oleh Swedia,
dan izin pembelian pesawat tempur F-16 oleh Amerika yang juga berpengaruh
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terhadap perubahan kebijakan Turki. Selain dari faktor domestik dan eksternal, ada
juga persepsi dari Erdogan yang menurut penulis merupakan faktor penentu
perubahan kebijakan Turki. Sikap Erdogan yang awalnya menentang permohonan
Swedia untuk bergabung dengan NATO terkait isu terorisme, lalu kemudian melihat
kondisi yang saat ini terjadi antara Rusia dan Ukraina, Erdogan dapat menilai
permohonan keanggotaan tersebut merupakan langkah yang wajar. Persepsi dari
Erdogan sendiri menjadi penguat bagi faktor domestik dan faktor eksternal dalam
mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri Turki terhadap permohonan Swedia
untuk menjadi anggota NATO. Akan tetapi penulis menganggap bahwa faktor
cksternal, khususnya kepatuhan Swedia yang paling berpengaruh terhadap perubahan
kebijakan luar negeri Turki.

Dapat dipahami bahwa reorientasi kebijakan luar negeri Turki mengacu
kepada perubahan signifikan dalam pendekatan negara terhadap masalah
internasional. Dalam konteks ini, Turki mengalami perubahan arah kebijakan seiring
dengan perkembangan geopolitik dan faktor domestik yang mempengaruhi keputusan
pemerintah. Sebelum reorientasi, kebijakan luar negeri Turki berfokus pada
memperkuat hubungan dengan negara-negara barat dan mengatasi ancaman dari
kelompok teroris di wilayahnya. Namun, perubahan dinamika internasional dan
domestik memicu perlunya penyesuaian strategi. Reorientasi ini disebabkan oleh
beberapa faktor, termasuk faktor eksternal seperti adanya campur tangan Amerika,
serta faktor domestik seperti situasi politik di Turki. Selain itu, peristiwa global seperti
invasi Rusia ke Ukraina juga memainkan peran penting dalam perubahan kebijakan.
Turki akhirnya mengubah kebijakan luar negerinya untuk mendukung bergabungnya
Swedia ke NATO setelah memenuhi sejumlah tuntutan, termasuk pengesahan UU
anti terorisme dan penghapusan embargo senjata. Berdasarkan hal tersebut, faktor
cksternal yang sejalan dengan pemenuhan tuntutan dari Turki memiliki peran yang
sangat dominan serta signifikan terhadap perubahan kebijakan Turki. Kebijakan baru
ini diterapkan melalui diplomasi aktif dan persetujuan legislatif. Reorientasi kebijakan
ini berdampak positif terhadap hubungan Turki dengan negara-negara NATO dan
meningkatkan posisi strategisnya di kancah internasional. Berdasarkan teori Holsti,
reorientasi kebijakan luar negeri Turki mencerminkan respons strategis terhadap
perubahan global dan domestik.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hasil dari penelitian menunjukkan
bahwa terdapat faktor domestik dan eksternal yang mempengaruhi perubahan
kebijakan Turki. Faktor domestik yang penulis temukan terkait perubahan kebijakan
Turki antara lain adalah (1) Keamanan nasional Turki; (2) Situasi politik Turki; dan (3)
Kondisi ekonomi Turki. Sedangkan dari faktor eksternal, penulis menemukan adanya
(1) Penyesuaian UU anti teroris oleh Swedia; (2) Pencabutan embargo senjata oleh
Swedia; serta (3) Pemberian akses pembelian pesawat tempur F-16 oleh Amerika
kepada Turki. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, faktor yang paling
dominan dalam mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri Turki adalah faktor

11



Journal of International Relations Diponegoro (JIRUD)
2025, Volume 10, Ed. 2
ISSN (online): 3063-2684

eksternal. Dimana faktor eksternal tersebut sebagian besar lahir dari tuntutan yang
diberikan oleh Turki kepada Swedia.

Dari fenomena yang terjadi dalam proses aksesi Swedia menuju keanggotaan
NATO, penulis dapat menyampaikan bahwa suatu negara tentunya akan melakukan
penyesuaian kebijakan jika hal tersebut menyangkut kepada kepentingan nasional dari
negara tersebut. Hal tersebut yang mendorong Turki untuk menolak aksesi Swedia,
hingga tuntutan yang diberikan oleh Turki kepada Swedia dapat dipenuhi.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memberikan
sumbangsih bagi dunia akademis. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar para
akademisi yang akan melakukan penelitian dengan topik relevan dapat menjadikan
penelitian ini sebagai salah satu referensi. Penelitian ini menggunakan data sekunder
yang diperoleh dari website, berita, serta sosial media. Meskipun data yang diperoleh
melalui sumber sekunder, hal tersebut tidak mengurangi kredibilitas data karena
penulis memilih sumber — sumber yang dapat dipercaya. Akan tetapi, penulis tentu
menyarankan untuk peneliti selanjutnya agar bisa menggunakan data primer sebagai
sumber penelitian. Hal tersebut selain jelas dan dapat dipercaya, sumber data primer
akan mempermudah peneliti untuk mencari data sebagai dasar dari penelitian.

UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel jurnal ini dihasilkan atas bantuan dan dukungan dari orang tua, teman-
teman, serta dosen-dosen terkasih sehingga artikel dapat diselesaikan. Tanpa bantuan
dari mereka, penulis tidak akan berhasil menyelesaikan tulisan ini dengan baik. Penulis
berharap artikel ini dapat berguna untuk penelitian lain di kemudian hari dan juga untuk
masyarakat. Konten dan isi dalam artikel sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.
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